
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  

TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, 
sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

      b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional 
yang menuntut efisiensi tinggi; 

      c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena 
itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; 

      d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
      2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

 
Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 

2. Pegawai Negeri adalah meliputi : 
 a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tentang Kepegawaian; 
 b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana; 
 c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau 

daerah; 
 d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
 e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 
 

BAB II 
TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
Pasal 2 

 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 
 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
Pasal 4 

 
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 
Pasal 5 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah). 

 
Pasal 6 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh  
ratus lima puluh juta rupiah). 

 
 
 

Pasal 7 
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Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 387 atau Pasa, 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat  2 (dua) tahun dan paling 
lama 7  (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah). 

 
Pasal 8 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 9 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah). 

 
Pasal 10 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah). 

 
Pasal 11 

 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah). 
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Pasal 12 
 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
Pasal 13 

 
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji 
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling 
banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 14 

 
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara 
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
Pasal 15 

 
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau 
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 
5 sampai dengan Pasal 14. 

 
Pasal 16 

 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk 
terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama 
sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

 
 

Pasal 17 
 


